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Praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Puogebang Jakarta selama kurang lebih 2 bulan atau 43 hari kerja.Selama 

melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan pada bidang Pemasaran dan Bidang 

Umum dan SDM sebagai staf magang. Dalam melaksanakan PKL ini praktikan 

melakukan berbagai macam aktivitas pekerjaan yaitu pada bidang Pemasaran 

diantaranya Memasukkan data calon peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah 

(TKBPU), Merekap data pembayaran peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima 

Upah (TKBPU). Sedangkan di bidang Umum dan SDM praktikan melakukan 

aktivitas yaitu Mengarsipkan dokumen. Dengan mengaplikasikan ilmu yang 

pratikan telah dapatkan dibangku perkuliahan praktikan mendapatkan ilmu baru 

tentang bagaimana implementasi alur daripada dokumen kepesetaan Tenaga Kerja 

Bukan Penerima Upah maupun dokumen-dokumen jaminan dan surat disposisi 

yang terdapat  dalam perusahaan. Selain itu praktikan juga mendapatkan ilmu 

terkait etika seorang tenaga professional dalam menghadapi klien serta sikap-

sikap yang harus dimiliki dalam bekerja terkhusus pada bidang akuntansi 

ini.Banyaknya penanaman sikap yang dituntut oleh perusahaan kepada praktikan 

membuat praktikan dapat belajar dalam menghadapi situasi tertentu untuk 

bersikap cepat, tanggap dan cermat. 

Kata Kunci : Bidang Pemasaran dan Bidang Umum dan SDM, Memasukkan  

Data Calon Peserta TKBPU, Merekap Data Pembayaran TKBPU, 

Mengarsipkan Dokumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang 

ini, membuat praktikan untuk lebih membuka diri dalam menerima 

perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan dan perkembangan 

tersebut. Untuk bisa bersaing di dalam dunia kerja khusus nya di zaman 

modern saat ini, tentunya mahasiswa harus mempunyai nilai jual lebih dari 

pesaing lainnya agar dapat berkompetisi di dalam dunia kerja. Praktik kerja 

lapangan ini merupakan salah satu cara agar mahasiswa dapat menambah 

kemampuan dan pengalaman di dalam dunia kerja sebenarnya. Pemberian 

keterampilan PKL memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengembangkan wawasan serta pengalaman kerja nyata yang diharapkan 

ketika lulus dapat memberikan bekal untuk bersaing di dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. Keteramapilan PKL juga di tujukan kepada mahasiswa untuk 

dapat menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, berdaya saing 

tinggi dan memiliki wawasan global.  Serta mempunyai keterampilan sesuai di 

bidangnya dan pada akhirnya mampu menjawab tantangan persaingan dunia 

pekerjaan. 

Perguruan tinggi tidak hanya memberikan ilmu berupa teori, namun 

juga berupa keterampilan bagi mahasiswanya. PKL memberikan pengalaman 

kepada mahasiwa tentang lingkungan kerja yang sesungguhnya  dengan 
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adanya PKL mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dari 

perkuliahan dan dapat diterapkan dalam kegiatan PKL. Seperti contohnya 

mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Asuransi dan mata kuliah Sistem 

Informasi Akuntansi. Dalam mata kuliah tersebut praktikan banyak belajar 

tentang asuransi dan sistem informasi yang dapat mempermudah praktikan 

dalam menjalankan tugasnya di tempat PKL.  

Dalam pelaksanaan PKL mahasiswa di tuntut untuk dapat lebih aktif 

dan tanggap terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi dengan baik 

antar karyawan. Selain itu kegiatan PKL ini juga bermanfaat  untuk 

menambah wawasan, keterampilan, kemampuan, disiplin dan tanggung jawab. 

PKL ini dilaksanakan praktikan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Pulogebang Jakarta Timur. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam 

rangka seminar PKL dan selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan 

Karya Ilmiah sebagai salah satu persyaratan dalam meyelesaikan pendidikan 

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud dari PKL ini adalah: 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan 

persyaratan kelulusan Program Diploma III Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai dunia kerja secara nyata; 
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c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dia 

kerja salah satunya yaitu memperkenalkan kerja sama dalam dunia 

kerja, rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar 

prioritas yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas 

pengambilan keputusan pada permaalahan-permasalahan; 

d. Melatih mahasiswa dalam disipin terhadap waktu, serta integritas yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa 

e. Memberikan mahasiswa pengetahuan bagaimana menjadi pekerja yang 

baik. 

2. Tujuan dari PKL ini adalah: 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama duduk 

dibangku perkuliahan tidak hanya sebatas menegetahui teori saja tetapi 

dapat mempraktikan langsung di dalam kerja nyata; 

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat 

mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, mandiri, kreatif dan 

memiliki inisiatif yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan; 

c. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil, jujur dan kreatif, serta 

mampu bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa dan 

negara; 

d. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja nyata yang 

sesungguhnya dimulai dari berinteraksi, bersosialisasi dan 

menyesuaikan diri dengan dunia kerja; 
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e. Menambah pengalaman dan wawasan praktikan khususnya dapat 

merasakan pengalaman baru di dunia kerja. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, 

mahasiswa dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara lain: 

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang 

a. Mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu pekerjaan 

operasional sehari-hari karyawan serta membantu merekap hasil kerja 

karyawan; 

b. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah 

pihak; 

c. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dan sehat antara Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Pulogebang. 

 

2. Bagi Mahasiwa (Praktikan) 

a. Dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dibangku kuliah melalui 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL); 

b. Menambah wawasan di dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang 

akuntansi yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang; 

c. Melatih rasa tanggug jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja; 
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d. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa 

agar siap terjun langsung di lingkungan kerja; 

e. Meningkatkan keterampilan dan kreativitas praktikan. 

 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait; 

b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguuan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha 

c. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk menghasilan tenga kerja 

terampil sesuai dengan kebutuha persahaan/ lembaga. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang pada dua divisi yaitu pada Penata Madya Pemasaran Peserta 

Bukan Penerima Upah dan pada Penata Madya Kearsipan. Instansi ini dipilih 

karena praktikum ingin mendapatkan pengalaman bekerja di BPJS 

Ketenagakerjaan serta praktikum ingin mengetahui Sistem Informasi 

Akuntansi yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini merupakan 

informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL: 

 

Nama Perusahaan : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang 

Alamat  : Ruko Commercial Park 7 No.1A-2 Jl. Sentra Primer 

Raya, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakrta Timur, 
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Daerah Khusus Jakarta 13950 

Telepon  : (021) 29848108 

Website  : www.bpjsketenagakerjaaan.go.id/   

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu pelaksanaan PKL ini di laksanakan mulai tanggal 2 Juli 2018 

sampai 4 September 2018, bertempat di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Pulogebang Jakarta Timur. 

Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanaan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) 

yang di tujukan ke BPJS Ketengakerjaan Pulogebang. Setelah surat 

permohonan dibuat, kemudian praktikan langsung memberikan surat 

permohonan PKL ke BPJS Ketenagakerjaan Pulogebang pada bulan Juni 

2017, hingga akhirnya praktikan mendapatkan izin untuk melakukan 

Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 2 Juli 2018. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan Melaksanakan PKL di BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Pulogebang dimulai pada tanggal 2 Juli 2018 sampai 4 September 

2018 yang dilaksankan setiap hari kerja, pada hari Senin sampai Kamis di 

mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan istirahat 

pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Pada hari Jumat 

http://www.bpjsketenagakerjaaan.go.id/
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dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 dan istirahat pukul 11.30 

WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB. 

3. Tahap Penyusunan laporan  

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL 

dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menyusun laporan 

PKL setelah kegiatan PKL selesai dilakukan, yaitu dari bulan September 

sampai dengan akhir bulan Oktober. Praktikan menyusun laporan PKL 

berdasarkan apa yang telah dikerjakan praktikan di BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Pulogebang selama kurang lebih dua bulan, dan juga ilmu-

ilmu yang didapatkan selama praktikan praktek disana akan dilaporkan 

didalam laporan PKL ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Sejarah Umum BPJS Ketenagakerjaan  

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No33/1947 dan UU No.2/1951 tentang kecelakaan 

kerja. Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 dan PMP  No.8/1956 

tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan keehatan buruh, 

PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP 

No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial  (YDJS), 

diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, Secara 

Kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. 

1. Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) - 1977 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan. Pada 

tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan di keluarkannya 

Peraturan Pemerintah (PP) No 33. Tahun 1977 tentang pelaksanaan program 

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi 

kerja/ pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 

mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan 

wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum ASTEK 

2. Lahir Jaminan Sosial Tenaga Kerja  (JAMSOSTEK) - 1992 
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Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 di 

tetapkannya PT Jasmsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk 

memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga keluarganya, dengan memberikan 

kepastian berlangsung nya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagai atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko 

sosial. 

3. Lahir Sistem Jaminan Sosial Nasional – 2004  

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistm Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perunagan pasal 34 

ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 

mampu sesuai martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat 

memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi 

dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. 

Kiprah perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan 4 

(empat) program, yang mencangkup Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK). Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya 

terus berlanjut hingga berlakunya UU No.24 tahun 2011. 
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4. Lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – 2011  

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No.24 tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 

1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi badan hukum publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, 

JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan 

dengan mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. 

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan 

pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan 

kebutuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

B. Tujuan Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan 

1. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi 

tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi 

sosial. 
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2. Visi BPJS Ketenagakerjaan  

Menjadi Badan Peyelengara jaminan sosial Kebanggaan Bangsa, yang 

Amanah, Bertatakelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan 

Pelayanan. 

3. Misi BPJS Ketenagakerjaan  

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenaga 

Kerjaan Berkomitemen Untuk: 

a. Melindungi dan menyejahterkan seluruh pekerja dan keluarganya; 

b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja; 

c. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. 

 

C. Nilai-Nilai BPJS Ketenagakerjaan  

1. Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas; 

2. Profesional: Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap 

positif terhadap perubahan dan pembaharuan; 

3. Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan 

pembimbingan (reward & encouragement), pemberdayaan; 

4. Integritas:  Berani, komitmen, keterbukaan; 

5. Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang 

lain. 

D. Struktur  Direksi BPJS Ketenagakerjaan 

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi membutuhkan 

adanya struktur organisasi. Suatu perusahaan memerlukan struktur organisasi 
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untuk mencapai tujuan perusahaan lebih efektif. BPJS Ketenagakerjaan di 

pimpin oleh para direksi yang menjadi pimpinan tertinggi dari BPJS 

Ketenagakerjaan.  

Berikut ini merupkan Struktur dari direksi BPJS Ketenagakerjaan: 

Gambar II.1 

Struktur Direksi BPJS Ketenagakerjaan 

Sumber BPJS Ketenagakerjaan 

 

E. Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan 

1. The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2013 Product Category  Life 

Insurance 

2. The 1st Champion of Indonesia Original Brand 2013 Product Category  Health 

Insurance 

3. 1st Winner Merek Asli Indonesia (Indonesia Original Brand 2013) Kategori 

Life Insurance/Indonesia Original Brand 2013 Life Insurance Category 

4. 1st Winner Merek Asli Indonesia (Indonesia Original Brand 2013) Kategori 

Health Insurance 

5. The Best Social Insurance 
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6. 1st for Marketing 

7. 1st for Risk Management 

8. 1st for Finance 

9. 1st for Human Capital 

10. 1st for Corporate Communication 

11. 1st for GCG 

12. 1st for Technology Infomation 

13. Silver Winner Kategori The Best Of State Own Enterprise 

14. Peningkatan Pelayanan Peserta Melalui Jamsostek Point of Service Office dan 

Pengembangan Unit Trauma Center 

15. Silver Winner Kategori Strategi dan Taktik Marketing 

16. Penghargaan Merek Terbaik Indonesia (Best Brand Award) Kategori Health 

Insurance 

17. The Most Reliable Social 

18. 3rd Winner The Most Reliable Improvement 

19. Penghargaan Khusus Kepada Direktur Utama PT.Jamsostek (Persero) Sebagai 

Direktur Utama yang Sukses Membangun Citra Korporasi dengan Kategori 

Perusahaan Tertutup dengan Kapital > Rp10T 

20. 5th Winner The Best GCG Implementation of The Year 

21. 4th Winner The Best Finance Performance of The Year 

22. 2nd Winner The Best Non Listed Company of The Year 

23. 5th Winner The Best Corporate of The Year 
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24. 2nd Winer Annual Report Award 2012 Kategori BUMN Keuangan Non 

Listed 

25. Indonesia Most Admired CEO 2013,Elvyn G Masassya 

26. The Amazing Stars, Elvyn G Masassya 

27. The Best CEO With High Responsibility Of The Year 2013, Elvyn G 

Masassya 

28. Inspiration Award, Elvyn G Masassya 

29. The Most "Analytical" Insurance CEO 2013, Elvyn G Masassya 

30. Most Inspirational Chief executive Officer 

31. Golden Performance Award 

32. Penyaluran Beasiswa Terbanyak 

33. Best Human Capital for Government Insurance Company 

34. Best of CEO Commitment on Human Capital Development, Agus Susanto 

35. Best Employee NPS (Net Promote Score) Sektor Asuransi 

36. Best Engagement Sektor Asuransi 

37. Best Employer Awards 2016 

38. Most Dellegent Customer Relationship Award 2016 

39. Most Attentive Customer Relationship Award 2016 

40. Best Business Impact ICT (Information and Communication) System 

41. Top Social Insurance 

42. The Best in Insurance Industry 

43. Good Corporate Governance (GCG) Terbaik dengan Predikat A 

44. Public Initiatives 



15 
 

 
 

F. Struktur Organisasi 

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi membutuhkan 

adanya struktur organisasi. Struktur organisasi berbentuk suatu susunan dan 

saling berhubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu 

organisasi atau kegiatgan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan 

dalam menjalankan kegiata operasional untuk mencapai tujuan. Suatu 

perusahaan memerlukan struktur organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan 

lebih efektif. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukan 

seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan, hubungan antara fungsi-fungsi serta 

wewenang dan tanggungjawabnya. (Lampiran 4 ) 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menguraikan struktur 

organisasi perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang 

yang terdiri dari: 

1. Kepala Kantor Cabang Madya 

Kepala Kantor Cabang Madya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

1) Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 

di unit kerjanya; 

2) Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional kantor cabang; 

3) Mengarahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta; 

4) Menentukan pelaksanaan sistem ADM dan Umum; 

5) Melaksanakan fungsi sistem teknologi informasi; 

6) Menyusun laporan kegiatan secara tepat waktu. 
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Wewenang yang dimiliki kepala kantor cabang madya: 

1) Memberikan persetujuan atas rencana kegiatan dan operasionalisasi di 

kantor cabang yang terkait dengan bidang pemasaran, pelayanan, 

keuangan, SDM dan Umum; 

2) Mengajukan pencairan anggaran rutin sesuai batas kewenangan. 

2. Kepala Bidang Pemasaran  

1) Merencanakan program pemasaran sebagai pengembangan kepesertaan 

dan pengelolaan kepesertaan formal melalui program Customer 

Relationship Management (CRM) di cabang yang selaras dengan 

strategi pemasaran wilayah; 

2) Memantau dan membina kinerja para Relation Officer (RO) serta 

mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan 

target kepesertaan formal dan iuran di cabang tercapai dengan efektif 

dan efisien; 

3) Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait 

untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun 

data potensi dan menetapkan target kepesertaan; 

4) Merancang dan mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kepada peserta 

dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Wewenang yang dimiliki Kepala Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah: 

1) Mengajukan usulan target kepesertaan dan iuran; 

2) Menyetujui penerbitan KPJ berdasarkan permintaan RO; 

3) Menangani keluhan peserta daam batas kewenangan; 
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4) Menyetujui pengeluaran anggaran rutin. 

Kepala Bidang Pemasaran membawahi: 

a. Marketing Officer 

Marketing Officer memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Memproses data potensi; 

2) Penerbitan surat memberitahuan pelaksanaan program BPJS 

Ketenagakerjaan; 

3) Menyusun usulan program pemasaran untuk tim-nya, lalu Melakukan 

kegiatan pemasaran untuk mengakuisisi kepesertaan baru atau 

mendapatkan kembali peserta yang telah keluar dari kepesertaan 

(untuk masuk kembali menjadi peserta) serta melakukan pembinaan 

kepada tim untuk memastikan tercapainya target kepesertaan dan iuran 

yang telah dibebankan; 

4) Sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan. 

Wewenang yang dimiliki Marketing Officer: 

1) Menyusun usulan atas pendaftaran perusahaan atau instansi yang baru 

berdiri; 

2) Kunjungan atas dasar pendaftaran perusahaan atau instansi yang belum 

terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. 

b. Relationship Officer 

Relationship Officer memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menganalisa data pembayaran klaim jaminan; 

2) Menyusun dan Menelaah pengumpulan data peserta; 
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3) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada peserta sebagai program 

Customer Relationship Management (CRM); 

4) Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan 

tanggap dan tepat; 

5) Menjalin hubungan baik dengan peserta, dan meningkatkan 

kepesertaan dan iuran yang telah di tetapkan. 

Wewenang yang dimiliki Relationship Officer: 

1) Pengecekan dan validasi saldo pembayaran iuran perusahaan yang 

terdaftar. 

c. Penata Madya Administrasi Pemasaran (PMAP) 

Penata Madya Administrasi Pemasaran memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan 

pemasaran dan administrasi kepesertaan; 

2) Melakukan pelayanan dokumen administrasi dan menghitung besar 

iuran serta denda (jika ada); 

3) Menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung kelancaran kegiatan pemasaran. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Administrasi Pemasaran: 

1) Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta; 

2) Menginput data calon peserta serta pencetakan dokumen; 

3) Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta; 

4) Melakukan pencetakan kartu JHT dan JP peserta penerima upah 
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5) Memberikan dukungan terhadap tugas Marketing atau Relationship 

Officer. 

d. Penata Madya Pemasaran BPU (Bukan Penerimaan Upah) 

Penata Madya Pemasaran BPU memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kegiatan pemasaran untuk mengembangkan 

kepesertaan; 

2) Melakukan pembinaan kepada peserta di sektor informal dan 

memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta dengan cepat 

dan tepat; 

3) Memastikan tercapainya target pasar kepesertaan dan iuran informal 

yang telah dibebankan dan untuk menjaga kepuasan peserta. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Pemasaran BPU: 

1) Melakukan kontak dengan calon peserta; 

2) Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya; 

3) Meminta data peserta. 

e. Penata Madya Pemasaran Administrasi Bukan Penerima Upah (BPU) 

Penata Madya Pemasaran BPU memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Menghimpun dan mengelola data yang terkait dengan kegiatan 

pemasaran dan administrasi kepesertaan BPU; 

2) Melakukan pelayanan dokumen administrasi dan menghitung besar 

iuran serta denda (jika ada); 

3) Menyediakan data yang akurat dan dokumen yang lengkap untuk 

mendukung kelancaran kegiatan pemasaran. 
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Wewenang yang dimiliki Penata Madya Administrasi Pemasaran: 

1) Melakukan verifikasi dokumen pendukung dari calon peserta BPU; 

2) Menginput data calon peserta BPU serta pencetakan dokumen; 

3) Melakukan pengolahan data administrasi dan dokumen bagi peserta 

BPU; 

4) Melakukan pencetakan kartu JHT dan JP peserta bukan penerima upah 

5) Memberikan dukungan terhadap tugas Marketing atau Relationship 

Officer. 

3. Kepala Bidang SDM dan Umum 

Kepala Bidang SDM dan Umum memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya 

manusia; 

2) Melakukan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan asset dan 

pelayanan umum bagi pegawai; 

3) Menjalin hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal 

untuk memberikan dukungan pada aspek SDM dan umum bagi 

kelancaran kegiatan bisnis di kantor cabang. 

Wewenang yang dimiliki Kepala Bidang SDM dan Umum: 

1) Menetapkan kandidat calon pegawai baru; 

2) Menetapkan pembelian barang dan jasa sesuai dengan kewenanganya; 

3) Menetapkan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai dalam batas 

wewenangnya; 

4) Memberikan teguran sehubungan dengan kinerja pegawai; 
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5) Mewakili perusahaan dalam penanganan masalah hubungan industrial. 

Kepala Bidang SDM dan Umum membawahi: 

a. Penata Madya SDM 

Penata Madya SDM memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pemenuh kebutuhan pegawai agar tersedia tepat waktu 

dan tepat kualifikasi; 

2) Melaksanakan pengelolaan administrasi (termasuk data lembur, cuti, 

sakit, dan lain-lain) pegawai Kantor Cabang agar tersedia data yang 

akurat; 

3) Melaksanakan kegiatan pengembangan pegawai dalam rangka 

memenuhi kualifikasi SDM yang telah di tentukan. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya SDM: 

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai; 

2) Mengkoordinasikan pemberian hak bagi pegawai sesuai ketentuan. 

b. Penata Madya Umum 

Penata Madya Umum memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pengelolaan asset, sehingga dapat diperdayakan secara 

optimal; 

2) Melaksanakan penyediaan barang atau jasa, sehingga tersedia tepat 

mutu dan tepat waktu; 

3) Melakukan proses pengemasan dan pengiriman atas kartu BPJS ke 

perusahaan terkait. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Umum: 
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1) Pengelolaan atas kontrak kerja penyediaan barang atau jasa dan 

pengelola database vendor untuk tertib administrasi dan hukum 

kelancaran kegiatan pengadaan. 

c. Penata Madya Kearsipan 

Penata Madya Kearsipan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan kegiatan kesekretarian, pengelolaan arsip, dan layanan 

umum lainnya, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional; 

2) Mengumpulan dan penataan atas dokumen untuk diarsipkan. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Kearsipan: 

1) Penyimpanan data atas dokumen yang telah di arsipkan; 

2) Mengkoordinasikan atas pengumpulan dokumen penting peserta. 

d. Sekretaris  

Sekretaris  memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat; 

2) Mengagendakan rapat internal atau eksternal; 

3) Mencatat keperluan administrasi personil, serta sarana dan prasarana 

kerja pada kantor cabang guna mendukung kelancaran kerja kepala 

kantor cabang. 

Wewenang yang dimiliki Sekretaris: 

1) Melegalisir keperluan administrasi setiap cabang; 

2) Memberikan keterangan press release mengenai kebijakan lembaga; 

3) Sebagai perantara komunikasi Kepala Cabang dengan seluruh bidang. 

4. Kepala Bidang Keuangan 
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Kepala Bidang Keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait atas 

pengelolaan keuangan di kantor cabang; 

2) Memberikan dukungan pada aspek keuangan bagi kegiatan operasional 

agar lebih efektif dan efisien. 

Wewenang yang dimiliki Kepala Bidang Keuangan: 

1) Menyetujui atas voucher program jaminan JHT, JKK, JK, JP; 

2) Melakukan otoritasi pengeluaran kas sesuai dengan batas kewenangan; 

3) Memfinalisasi hasil pencatatan keuangan. 

Kepala Bidang Keuangan membawahi: 

a. Penata Madya Keuangan 

Penata Madya Keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Mengkompilasi usulan anggaran dari setiap bidang di Kantor Cabang; 

2) Melaksanakan pengendalian atas penggunaan anggaran dan mencatat 

transaksi yang terjadi; 

3) Memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan; 

4) Mengelola anggaran agar efektif dan efisien serta memenuhi 

kewajiban yang terkait dengan perpajakan; 

5) Merekonsiliasi saldo bank; 

6) Melaksanakan proses Akuntansi. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Keuangan: 

1) Pembuatan voucher jaminan terhadap peserta; 

2) Pencairan cek; 
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3) Pencairan dana program jaminan atas klaim peserta. 

5. Kepala Bidang Pelayanan 

Kepala Bidang Pelayanan memiliki tugas sebagai berikut: 

Merencakanan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan dan pelayanan program JHT, JKK, JK, dan JP guna 

memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar 

kualitas yang telah di tentukan. 

Wewenang yang dimiliki Kepala Bidang Pelayanan: 

1) Menangani keluhan atas peserta dalam batas kewenangan; 

2) Menyetujui pengeluaran anggaran rutin; 

3) Melakukan negosiasi dalam batas kewenangannya; 

4) Mengevaluasi kinerja petugas pelayanan. 

Kepala Bidang Pelayanan membawahi: 

a. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK 

Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK memiliki tugas sebagai berikut: 

Melaksanakan dan menindaklanjuti penyelesaian kasus terdiagnosa 

Kecelakaan Kerja - Penyakit Akibat Kerja  (KK-PAK) dilingkungan 

operasional Kantor Cabang, serta melakukan kordinasi dengan mitra terkait 

dalam penanganan kasus KK-PAK guna hingga memastikan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut siap kembali kerja. 

Wewenang  yang dimiliki Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan PAK: 

1) Meminta data terkait kasus KK-PAK 

2) Merekomendasikan tindak lanjut kasus KK-PAK 
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3) Merekomendasikan upaya peningkatan kualitas pelayanan Program 

JKK 

4) Mengoordinasikan upaya pemulihan dan penyelesaian kasus KK-PAK 

5) Melakukan koordinasi dengan mitra terkait penanganan kasus KK-

PAK 

 

b. Penata Madya Pelayanan (PMP) 

Penata Madya Pelayanan memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung dalam proses 

klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; 

2) Menentukan iuran pertama yang harus dibayar peserta; 

3) Menentukan besaran klaim dan memproses klaim tersebut; 

4) Memantai kinerja dan melakukan pembinaan kepada mitra Pejabat 

Pembuat Komitmen (PKK) untuk memenuhi kewajiban proses klaim 

kepada peserta dengan tepat. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya Pelayanan: 

1) Menetapkan besaran atas klaim; 

2) Menolak pengajuan yang belum memenuhi persyaratan berlaku; 

3) Menyusun draft perjanjian kerjasama. 

c. Customer Service Officer (CSO) 

Customer Service Officer memiliki tugas sebagai berikut: 
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1) Memberikan pelayanan kepada peserta maupun calon peserta sesuai 

kebutuhan (seperti pelayanan kepesertaan, iuran, pengajuan atas 

jaminan, dan pengajuan informasi); 

2) Menangani keluhan peserta sesuai ketentuan yang berlaku; 

3) Menjaga kepuasan pelanggan sesuai standar atas jasa pelayanan 

informasi. 

Wewenang yang dimiliki Customer Service Officer: 

1) Memberikan layanan atas informasi; 

2) Memproses pengajuan jaminan peserta; 

3) Memproses pengajuan atas koreksi data; 

4) Menaggapi keluhan sesuai batas kewenangannya. 

6. Penata Madya TI 

Penata Madya TI memiliki tugas sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

hardware, software, dan jejaring; 

2) Mengelola database dan aplikasi untuk mengoptimalkan pengoperasian 

perangkat system informasi untuk pemberian pelayanan yang cepat 

dan akurat kepada peserta dan untuk efektivitas kegiataan operasional. 

Wewenang yang dimiliki Penata Madya TI: 

1) Pengaturan atas jaringan program aplikasi dan internet kantor cabang; 

2) Pengendalian atas perlindungan jejaring atas pihak luar. 
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G. Kegiatan Umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang 

Kegiatan umum BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang 

yaitu mensosialisasikan program-program BPJS Ketenagakerjaan kepada 

masyarakat, melayani pendaftaran perusahaan yang akan menjadi peserta, 

menerima iuran program serta melayani proses pengklaiman program-

program BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Pulogebang mayoritas dari pekerja industri yang ada di daerah 

Pulogadung dan Pulogebaang. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang melakukan program-program jaminan, BPJS Ketenagakerjaan 

memiliki program jaminan yang terdiri dari: 

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko 

harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk 

menanggulangin resiko – resiko yang terjadi seperti kehilangan sebagian 

atau seluruh penghasilan akibat kecelakaan kerja, resiko kematian, resiko 

cacat baik fisik maupun mental, maka diperlukan jaminan kecelakaan 

kerja Keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha 

sehingga penusaha memiliki kewajiban membayar iuran jaminan 

kecelakaan kerja yang berkisar 0,24 – 1,74 sesuai jenis usaha. 

Jaminan Kecelakaan kerja memberikan kompensasi dan 

rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada saat 

mulai berangkat kerja hingga tiba kembali dirumah atau menderita 

penyakit akibat hubungan kerja. Kompensasi yang diberikan kepada 



28 
 

 
 

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa penggantian biaya 

yang dikeluarkan pengusaha yaitu transport, upah sementara tidak mampu 

bekerja (STMB) dan perawatan, ganti rugi atas turunan atau hilangnya 

kemampuan bekerja / berpenghasilan yaitu santunan cacat dan santunan 

kematian. 

2. Jaminan Kematian (JKM) 

Jaminan Kematian diperuntukan bagi ahli waris dari peserta 

program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena akibat 

kecelakaan kerja, yang perlindungannya adalah saat tenaga kerja aktif 

bekerja sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tenaga kerja berhenti 

bekerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban 

keluarga baik dalam bentuk pemakaman maupun santunan berupa uang. 

Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian 

sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah 

Rp36.000.000 terdiri atas: 

a. Santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu 

rupiah); 

b. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta 

delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; 

c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap peserta yang 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki 
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masa iur paling singkat 5 (lima) tahun yang diberikan sebanyak 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta. 

3. Jaminan Hari Tua (JHT) 

Program Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan system 

Tabungan Hari Tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja 

setiap bulan di kredit pada rekening tenaga kerja secara individual dan 

mendapat tambahan hasil pengembangan setiap tahun. Dana jaminan hari 

tua pada hakekatnya semacam dana bersama dimana peserta memberikan 

iuran untuk dikelola dalam investasi bersama, sehingga hasil 

pengembangannya dibagikan kepada peserta, karena itu peserta Jaminan 

Hari Tua juga diberikan surplus hasil usaha BPJS Ketenagakerjaan. 

Besarnya iuran yang diberikan yaitu 5,7% terdiri dari 3,7% dari pemberi 

kerja dan 2% dari pesertanya itu sendiri. 

Jaminan Hari Tua akan dikembalikan atau dibayarkan sebesar 

iuran yang terkumpul ditambah dengan pengembangan dan surplus hasil 

usaha, apabila tenaga kerja: 

a. Mencapai umur 56 tahun, atau mengalami cacat total sehinga tidak 

dapat bekerja kembali atau meninggal dunia. 

b. Mengalami PHK setelah dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun. 

c. Berhenti bekerja karena mengundurkan diri. 

d. peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. 

Manfaat lain dari keikutsertaan dalam jaminan sosial adalah 

sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai 
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kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan, diambil maksimal 10% dari total 

saldo sebagai persiapan usia pensiun dan diambil maksimal 30% dari total 

saldo untuk uang perumahan. 

4. Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli 

warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat dari 

jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan 

kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, 

atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. 

Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar 

dan telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada 

pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah 

yang terdiri dari, pekerja pada perusahaan dan pekerja pada orang 

perseorangan. Selain itu, pemberi kerja juga dapat mengikuti Program 

Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan. 

Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia 

paling banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia 

pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, 

usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun 

untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 

tahun. Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan 
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Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS 

Ketenagakerjaan.Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib 

memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru 

dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya 

Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja. 

Jika sudah menjadi peserta Program Jaminan Pensiun maka peserta 

harus membayar iuran Program Jaminan Pensiun. Rincian iuran Program 

Jaminan Pensiun yaitu: 

a. Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 

2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja; 

b. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas 

upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk tahun 2015 batas paling tinggi 

upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan ditetapkan sebesar Rp 

7 Juta (tujuh juta rupiah). BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan 

besaran upah dengan menggunakan faktor perkalian sebesar 1 (satu) 

ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun 

sebelumnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan menetapkan serta 

mengumumkan penyesuaian batas upah tertinggi paling lama 1 (satu) 

bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang statistik (BPS) mengumumkan data produk domestik bruto; 

c. Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket. Pemberi kerja 

wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; 
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d. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran 

dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. 

5. Bukan Penerima Upah (BPU) 

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang 

melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk 

memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang 

meliputi: Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja 

mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja 

yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, 

Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain. 

Untuk mengikuti kepesertaan Bukan Penerima Upah calon peserta 

dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan 

memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Dan 

dapat mendaftar sendiri langsung ke Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah/kelompok/Mitra/ Payment 

Point (Aggregator/Perbankan) yang telah melakukan Ikatan Kerja Sama 

(IKS) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjadi peserta Bukan 

Penerima Upah cara mendaftarnya yaitu: 

a. Mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan); 

b. Mengisi formulir F1 dan F1A BPU untuk pendaftaran 

wadah/Kelompok/Mitra Baru; 

c. Menghubungi: 

1) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat; 
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2) Wadah; 

3) Mitra atau Payment Point (Aggregator/Perbankan) yang bekerjasama; 

4) dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Jika sudah terdaftar sebagai peserta Bukan Penerima Upah maka, 

jenis program dan manfaat yang didapat yaitu: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan 

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan 

medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah Sementara Tidak Mampu 

Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat total 

tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan 

berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap; 

b. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan 

berkala; 

c. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah 

disetor, beserta hasil pengembangannya. 

Untuk pembayaran iuran program Bukan Penerima Upah, peserta 

dapat melakukan iuran sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Jumlah iuran pada program Bukan Penerima Upah 

Program BPJS Ketenagakerjaan Nilai Iuran 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1% (berdasarkan nominal 

tertentu sesuai kemampuan 

penghasilan) 
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Jaminan Kematian (JKM) Rp6800,- 

Jaminan Hari Tua (JHT) 2% (berdasarkan nominal 

tertentu sesuai kemampuan 

penghasilan) 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

A. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan kegiatan PKL di BPJS Ketenagakerjaan  Kantor 

Cabang Pulogebang yang berlangsung selama dua bulan lebih, praktikan 

ditempatkan di Bidang  Pemasaran dan Bidang Umum & SDM. 

Dalam Bidang Pemasaran praktikan ditempatkan pada bagian  Penata 

Madya Administrasi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam bidang ini 

praktikan di tuntut untuk memahami alur dokumen dari Dokumen Tenaga 

Kerja Bukan Penerima Upah dari mulai penginputan, pengecekan atau 

perekapan data hingga pemberkasan dokumen tersebut. Sedangkan pada 

Bidang SDM dan Umum praktikan di tempatkan pada bagian Penata Madya 

Kearsipan. Dalam bidang ini praktikan di tuntut untuk memahami alur 

pemberkasan dokumen dari mulai penerimaan dokumen dari semua bidang 

kerja, pengkoreksian atau pengecekan dokumen hingga pemberkasan 

dokumen 

  Pada BPJS Ketenagakerjaan praktikan harus mampu memahami 

bagaimana alur dari dokumen tersebut. Sehingga praktikan mampu 

menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pegawai yang ada di BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang. 

Berikut ini merupakan tugas-tugas yang di berikan oleh pegawai BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang untuk praktikan, diantaranya: 
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1. Memasukkan data calon peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah 

(TKBPU) secara manual. Dalam pekerjaan ini praktikan membutuhkan 

dokumen form pendaftaran TKBPU  

2. Merekap dokumen Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (TKBPU). Dalam 

pekerjaan ini praktikan membutuhkan dokumen pembayaran peserta 

TKBPU  

3. Mengarsip dokumen-dokumen sesuai jenis  dan tanggal dokumennya.  

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja di BPJS Ketengakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang, praktikan harus memahami alur kerja yang digunakan dan 

memahami berkas-berkas yang akan digunakan selama PKL. Praktikan 

dituntut memiliki ketelitian dan pemahaman yang cukup dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan.  

Praktikan memulai kegiatan PKL pada tanggal 2 Juli hingga 4 September 

2018 di Bidang Pemasaran dan Bidang Umum & SDM. Pada hari pertama, 

Praktikan di berikan pengarahan oleh Penata Madya SDM, kemudian 

praktikan diperkenalkan kepada pegawai-pegawai di BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Pulogebang. Sebelum mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh pegawai, praktikan dibimbing terlebih dahulu oleh mentor.  

 Pada bulan pertama praktikan melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan 

oleh Penata Madya SDM pada bagian Penata Madya Administrasi Peserta 

Bukan Penerima Upah  dan pada bulan selanjutnya praktikan di pindahkan 

untuk membantu Penata Madya Kearsipan.  
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Pada bagian Penata Madya Administrasi Peserta Bukan Penerima Upah 

Praktikan diberikan tugas diantaranya: 

1.  Memasukkan data calon peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima 

Upah (TKBPU) secara manual 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk 

melakukan proses pemasukkan data calon peserta TKBPU. Dalam 

pelaksanaan nya praktikan tidak diberikan izin untuk melakukan 

pemasukkan pada aplikasi SMILE yang merupakan aplikasi dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan data yang akan menyebabkan ketidak akuratan pada data 

SMILE tersebut. Oleh karena itu, praktikan ditugaskan untuk melakukan 

pemasukkan data secara manual yaitu pada form pendaftaran tenaga kerja 

bukan penerima upah. Data hasil masukkan tersebut berfungsi sebagai 

bukti bahwa calon peserta bukan penerima upah tersebut telah terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketegakerjaan. Berikut adalah tahapan-tahapan 

dalam memasukkan data peserta TKBPU secara manual: 

a. Praktikan diberikan form pendaftaran Tenaga Kerja Bukan Penerima 

Upah (TKBPU) oleh Penata Madya Administrasi Peserta Bukan 

Penerima Upah (BPU)  yang akan diisi; (dokumen terkait pelaksanaan 

ini terdapat pada Lampiran 5)  

b.  Kemudian praktikan diberikan data-data calon peserta TKBPU oleh 

Penata Madya Pemasaran peserta BPU untuk di dimasukkan ke dalam 
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form TKBPU. Berikut ini merupakan tahapan pengisian form 

pendaftaran TKBPU, diantaranya: 

1) Mengisi Nomor Indik Kependudukan (NIK) calon peserta 

TKBPU  

2) Mengisi nama lengkap calon peserta TKBPU 

3) Mengisi tempat, tanggal, bulan , dan tahun lahir calon 

peserta TKBPU 

4) Mengisi jenis kelamin calon peserta TKBPU 

5) Mengisi nama ibu kandung calon peserta TKBPU 

6) Menetapkan  jaminan sesuai pembayaran yang telah 

dilakukan calon peserta TKBPU 

c. Dalam proses pemasukkan data tersebut, praktikan di haruskan untuk 

teliti dalam menuliskan program yang ingin di ikuti oleh pesrta 

TKBPU tersebut sesuai dengan penghasilan dari peserta TKBPU 

tersebut; 

d. Setelah semua form TKBPU telah diisi, kemudian form TKBPU 

tersebut diberikan kepada Penata Madya Administrasi peserta BPU 

untuk diproses lebih lanjut.  

Berikut ini adalah alur kerja dari pemasukkan data calon peserta 

Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (TKBPU) secara manual: 
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Gambar III. 1 

Alur proses pemasukkan data calon peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (TKBPU) secara manual 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

2. Merekap dokumen Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (TKBPU) 

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk 

melakukan perekapan dokumen calon peserta Tenaga Kerja Bukan Penerima 

Upah (TKBPU). Dalam melakukan perekapan, praktikan diminta untuk 

merekap dokumen bukti pembayaran TKBPU dalam Ms Excel sesuai tanggal 

pembayarannya. Sebelum melakukan perekapan, praktikan diberikan 

pembekalan terlebih dahulu oleh Penata Madya Administrasi BPU. Setelah 

diberikan pembekalan oleh Penata Madya Administrasi BPU kemudian 
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praktikan langsung di tugaskan untuk merekap dokumen bukti pembayaran 

TKBPU. Adapun langkah-langkah dalam merekap BPU sebagai berikut: 

a. Praktikan mengambil dokumen bukti pembayaran TKBPU yang ada 

pada teller Bank  yang terdapat di dalam kantor; ( dokumen terkait 

pelaksanaan ini terdapat pada Lampiran 6) 

b. Kemudian setelah praktikan mendapatkan dokumen bukti pembayaran 

TKBPU dari teller bank, praktikan memisahkan dokumen tersebut 

sesuai tanggal pembayarannya. 

c. Setelah dokumen bukti pembayaran tersebut di pisahkan sesuai tanggal 

pembayarannya, kemudian dokumen tersebut di rekap dengan 

memasukkan data tersebut ke dalam Ms Excel. 

d. Dalam pemasukkan data  ke Ms Excel, dokumen tersebut di beri judul 

sesuai dengan tanggal pembayaran TKBPU tersebut. (Hasil 

pemasukkan  data terdapat pada Lampiran 7 ) 

e. Setelah pemasukkan data selesai, lalu hasil dari data hasil masukkan  

tersebut di kirim ke bagian Penata Madya Administrasi peserta BPU 

untuk di kelola lebih lanjut. Sedangkan untuk dokumen bukti 

pembayaran TKBPU tersebut di kirimkan ke bagian Penata Madya 

Kearsipan untuk di arsipkan di ruang arsip.  

Berikut ini adalah alur kerja dari perekap dokumen Tenaga Kerja 

Bukan Penerima Upah (TKBPU): 



41 
 

 
 

 

Gambar III.2 

Alur proses perekap dokumen Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (TKBPU): 

Sumber: Diolah oleh penulis 

 

3. Mengarsip dokumen Vocher Jaminan, pengadaan barang, dan  

Surat-surat  

Pada bulan ke dua tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018, praktikan di 

pindahkan dari Bidang Pemasaran tepatnya di bagian Penata Madya 

Administrasi Peserta Bukan Penerima Upah ke Bidang Umum & SDM. 
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Di Bidang Umum & SDM praktikan di tempatkan di bagian Penata 

Madya Kearsipan. Pemindahan ini dilakukan dikarenakan butuhnya tenaga 

kerja tambahan dalam membantu Penata Madya Kearsipan.  

Pada bagian Penata Madya Kearsipan praktikan diberikan tugas  untuk 

mengarsip dokumen sesuai jenis dan tanggal dokumennya. Dalam 

melaksanakan pekerjaan ini, praktikan diberikan tugas untuk melakukan 

pengolahan dokumen dan pengarsipan dokumen sesuai tanggal 

dokumennya. Pengolahan dokumen ini menjadi tahap lanjutan dari 

dokumen-dokumen yang telah dikerjakan oleh Bidang Pelayanan, Bidang 

Pemasaran dan Bidang Keuangan. Dokumen-dokumen yang akan 

diarsipkan antara lain: 

a. Dokumen voucher jaminan yaitu Dokumen peserta tenaga kerja 

penerima upah dan tenaga kerja kerja bukan penerima upah. Yang 

terdiri dari jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan 

kerja dan jaminan pensiun. (Dokumen terdapat pada lampiran 11, 12, 

13, 14, dan 15) 

b. Dokumen pengadaan barang yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan 

tentang pengadaan barang di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang. 

c. Dokumen Surat-surat yaitu surat-surat yang dibuat oleh BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang untuk pihak eksternal 

ataupun surat-surat yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan Kator 
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Cabang Pulogebang dari pihak ekternal. Yang terdiri dari surat 

perjalanan dinas, surat disposisi maupun surat pemberitahuan lain. 

Sebelum melakukan tugas yang diberikan oleh Penata Madya 

Kearsipan, praktikan diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh Penata 

Madya Kearsipan agar mudah dalam megerjakan tugas yang diberikan.  

Setelah mendapatkan pembekalan, kemudian praktikan dipercaya 

untuk melakukan pengolahan dokumen dan mengarsipkan dokumen 

tersebut. Berikut langkah-langkah pengolahan dan pengarsipan dokumen: 

a. Praktikan mendapatkan dokumen-dokumen yang akan di arsipakan 

dari Bidang Kerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang. Dokumen tersebut diantaranya: 

1) Dokumen Jaminan Kematian 

2) Dokumen Jaminan Kecelakaan Kerja 

3) Dokumen Jaminan Hari Tua 

4) Dokumen Jaminan Pensiun 

5) Dokumen Pengadaan Barang 

6) Dokumen Surat-surat 

b. Kemudian praktikan memisahkan dokumen-dokumen sesuai jenis dan 

tanggal, bulan dan tahunnya.  

c. Dokumen yang telah di pisahkan sesuai jenis dan tanggal, bulan, serta 

tahunnya kemudian di simpan. Peyimpanan dokumen diantaranya: 
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1) Dokumen surat-surat di simpan dalam filling cabinet yang ada di 

ruang arsip (dokumentasi terkait pelaksanaan ini terdapat pada 

Lampiran 8). 

2) Dokumen voucher jaminan dan pengadaan barang di simpan 

dalam box-box yang telah disiapkan oleh Penata Madya 

Kearsipan (dokumentasi terkait pelaksanaan ini terdapat pada 

Lampiran 9) 

 

C. Kendala yang dihadapi 

Pada saat praktikan melakukan pekerjaan, masih adanya kekeliruan yang 

terjadi dan masih adanya kesalahan yang terjadi pada saat melakukan 

pekerjaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan adalah : 

1. Kurang teliti pada saat merekap data peserta TKBPU sehingga 

terkadang praktikan harus mengecek ulang pekerjaan yang sebelumnya 

data sehingga waktu pengerjaan terlihat lebih lama. 

2. Praktikan tidak cekatan dalam mengingat tahapan-tahapan yang 

diberikan oleh pembimbing yang membuat praktikan untuk 

menanyakan apa yag masih belum dimengerti. 

3. Tidak adanya meja khusus untuk praktikan dalam mengerjakan 

perekapan dokumen bukti pemabayaran TKBPU, sehingga 

memperlambat praktikan dalam mengerjakan perekapan dokumen 

tersebut. Karena praktikan harus mencari meja yang kosong untuk 

mengerjakan perekapan dokumen tersebut. 
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D. Cara mengatasi kendala  

Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah:  

1. Setiap melakukan pekerjaan dibutuhkan ketelitian yang sangatlah tinggi. 

Untuk itu perlunya dilakukan pengecekan kembali dalam melakukan 

setiap tugas, jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan 

ketelitian dalam melakukan pekerjaan akan berdampak besar kepada 

instansi.; 

2. Ketika pembimbing memberi informasi cara mengoperasikannya, 

praktikan memperhatikan dengan baik dan teliti kemudian mencoba 

mengulanginya kembali, jika pekerjaan telah selesai; 

3. Perlu adanya penyediaan meja khusus untuk mahsiswa PKL, agar 

mempermudah dan mempercepat dalam proses pengerjaaan tugas yang 

diberikan
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Selama melakukan PKL di BPJS Ketegakerjaan Kantor Cabang 

Pulogebang.Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan selama 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di BPJS Ktegakerjaan 

Kantor Cabang Pulogebang: 

1. Praktikan mendapatkan banyak pelajaran yang sebelumnya tidak 

Praktikan lakukan yaitu melakukan kegiatan penginputan daftar calon 

peserta TKBPU. Dari situ, Praktikan mengetahui bagaiman proses 

pendaftaran dan penetapan program dari peserta TKBPU tersebut. 

2. Praktikan belajar lebih teliti dan lebih cekatan, karena pada saat 

perekapan dan penginputan dokumen bukti pembayaran TKBPU 

dibutuhkan ketelitian dan cekatan saat bekerja. Dokumen bukti 

pembayaran yang direkap tersebut merupakan bukti atas pembayaran 

yang telah dilakukan oleh peserta TKBPU.  

3. Praktikan mengetahui sistem pemberkasan yang ada di BPJS 

Ketenagakerjaan. Dalam mengarsipkan  dokumen-dokumen tersebut, 

Praktikan harus teliti terhadap dokumen yang ada sesuai dengan jenis, 

tanggal, bulan dan tahunnya atau tidak.  
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B. Saran  

1. Saran Bagi Praktikan :  

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik 

maupun keterampilan agar dapat mendukung pelaksanaan PKL;  

b. Praktikan harus bisa lebih disiplin terhadap waktu dan penampilan;  

c. Praktikan harus terus belajar agar memiliki keterampilan sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja.  

2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta :  

a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL;  

b. Universitas Negeri Jakarta agar menjalin hubungan yang baik 

dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar 

proses pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik dikemudian 

hari 

3. Saran Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pulogebang: 

a. Instansi seharusnya memberikan pekerjaan yang sesuai dengan 

jurusan praktikan kuliah, sehingga praktikan dapat mengenal 

bidang kerja melalui teori yang dipelajari di perkuliahan.  

b. Instansi seharusnya memberikan fasilitas terkait Laptop atauapun 

meja untuk praktikan sehingga praktikan mampu lebih mudah dan 

efisien terhadap waktu pengerjaan atas pekerjaan yang diberikan 

oleh pegawai BPJS 

c. Meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai, sehingga membuat 

pegawai menaati segala hal dengan cermat dan tertib. 
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